


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum chan:ggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan
erubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa untuk melaksanakan Kkeperluan mendesak atas
belanja Pegawai Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor $-204/PK/2021, tentang Perhitungan
Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Guru dalam Alokasi DAU Tahun Anggaran 2022, bahwa
kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Guru telah (hperhltungkan ds.lam alokasi DAU TA
2022
bahwa untuk melaksanakan keperluan mendesak atas target
pendapatan dan belanga Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun anggaran 2022 !dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun
anggaran 2022, maka perlu dilakukan perubahan pendapatan
dan belanja melalu; perubahan penjabaran = Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan );)ertlmbangan sebagaimanra dimaksud
dalam huruf a, huruf ‘b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
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1. Pasgal 18 ayat. (jB) Undang-Undang Dasar Negara Kesat“an

2. Undang-Undafzé,g" Nofpor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2

7. Peraturan Ment
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Nomor 3¢ Tahun 2021 tentang penjabau‘:au:x2 ; 2‘;“8881&,1
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Republik Indonesia Fahun 1945:

Kabupaten Byuej Kabupaten LR Kabii?:i Sanggy;
Kepulayan (Lem aran el e DU e blik T Iiin 199.9
Nomag 179, Té_rﬁba'han Lembaran Negara Rej)u an‘% Onesj,
Nomor 3900) s?‘bagajma_na telah diubah Pe:ri baha:d:n .
b7 e Nomor, 11’ Tahun 2000 tentangtar Pembentuktas |
Undang-Undang Nomor 51 Tahun T ter;{al;lglpaten Bangail
Kabupaten Buﬂ,f Kabupaten Morowalf o sia Tahun 2(8)?1 |
Kepulavan (Lembaran Negara Republik Indone A 0 |
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repu ndonesiay

Nomor 3966);

014 tentang Pemerintahap
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia :I‘ahqn 2, -
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaran Republik I_ndoneS{a |
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralfhlr |
dengan Undanfgfonéiang Nomor 11 Tahun 20?0 tentang Cipty f
Kerja (Lembarazzi Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 6573);.- |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019  tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahu‘p 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran |

Negara Republik,‘lndbnesia Nomor 6322); B

S. Peraturan Pljeéicien ‘Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian

Anggaran Pengd patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2022 (Lemb: an Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260); .| | '

6. Peraturan Mentbn Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020
an

tentang Pec;ém ;;Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah |

(Berita Negara ;’Rtpubh’k Indonesia Tahun 2020 Noger 1781);

fend n'f;Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedbma}n ;Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahl  Tahyn Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indfone#ia Tahun 2021 Nomor 926)
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